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BABI

PENDAHULUAN

Sebagai suatu negara hukum bangsa Indonesia mempunyat sistem peradilan
dan catur penegak hukum. Namun dalam komponen peradilan yang cukup urgen
adalah Kepolisian. Hal im1 disebabkan kepolisian merupakan bagian vang tidak dapat
dipisahkan antar satu dengan lainnya, karena merupakan bagian satu sistem vang
terintegrasi. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana memerlukan keterikatan dan
keterkaitan dengan komponen-komponen lainnya.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 teniang KUHAP telah mengatur
secara lebih iinci tentang kedudukan, peranan dan tugas kepolisian negara Republik
Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyelidik dan penyidik
serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri
sipl tertentn yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

DPalam KUHAP Pasal 1 butir 1 disebutkan pengertian penyidik adalah pejabat
polist negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diben
wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pada dasarnva Kepelisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia dalam Pasal 4 yang berbunyi:

Kepolisitan Negara Repubtk Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan

dalam negeri vang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat,
UNIVERSITdS MERANVARBAuUM. terselenggaranya perlindungan. pengayoman, dan
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pelayanan kepada masvarakat, serta terbinanva ketenteraman masyarakat dengan
menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

ungsi kepolisian adalsh satu fungsi pemcnintahan ncgara di bidang
penegalkan bhukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta numbimbingan
masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum Seiain hal
tersebut kepolisian juga berfungsi sebagai saksi ahli untuk membuktikan suatu perkara
telah terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Keberadaan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) im menjadi <angat
penting karena dengan adanya Puslabfor int maka kepolisian melalui fungsinya dapat
melakukan penyidikan secara efektif serta dapat mengungkapkan suatu kasi< secara
lebth mendalam, sehingga pihak-pthak yang disangkakan melakukan suatu perouatan
pidana dapai dibuknkan melalu: Puslabfor. Luasnva kajian tentang keberadaan

Puslabfor in1 dibatasi penulis pada tindak pidana narkotika.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Judul merupakan garis besar permasalahan yang akan dibahas dalam sebuah
penelitian. Skripsi ini penulis buat dengan judul ©* Fungsi Pusat Laboratorium Forensik
(Puslabfor} Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika (Studi di Polisi Dacrah
Sumatera Utara)

Agar mendapatkan pengertian vang memadal dalam memahami skripsi
nantinya, sebaiknva diberikan pengertian dan penegasan dar judul. Selain itu tidak

tertadi kesalahpahaman dalam mengartikan judul. Untuk memberikan pengertian atas
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F. Metode Pengumpulan Data
Dalam penulisan svatu karya ilmiah pada umumnya dan Skripsi pada
khususnya metode pengumpulan data dapat diwujudkan melalui :
1. Library Research ( penelitian kepustakaan ), dimana penuiis membaca buku-
buku vang ada hubungannya dengan sknpsi im dan sekaligus mengutip

pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan skripsi ini.

S8

Field Research (penelitian kelapangan)., dimana penulis mendatangi langsung
Puslabfor Polr Polga Sumut serta meminta data vang berhubungan dengan skripsi
int seperti Kasus dan wawancara, kemudian  penulis  menganalisa dan
memberikan tanggapan, sehingga diketahui perbandingan antara teori dan praktek

dilapangan.

G. Sistematika Penulisan
Dalam membantu penulis dan pembaca untuk pemahaman suatu Skripsi perlu
dibuat sistematika ( gambaran isinya ) dengan menguraikan secara singkat materi-
maten yang terdapat didalam uraian mulai dan bab 1 sampai dengan bab yang terakhir
sehingga tergambar hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya.
Jadi gamberan 151 yang dimaksud adalzh schaga: berikut
BAB 1.  PENDAHULUAN
Dalam-Bab im akan diuratkan pembzahasan tentang @ Pengertian dan
Penegasan Judul , Alasan Pemilthan ludul, Permasalahan, Hipotesa,

UNIVERSITASU4E BaniasreAMetode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.
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BAB L

BAB III

BAB IV

BAB V.

TINJAUAN UMUM KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAT
PENYIDIK

Dalam Bab imi akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian Polisi,
Tugas dan Fungsi Polisi, Kewenangan Polist Dalam Penegakan Hukum,
Pengertian Penyidikan, Proses Penvidikan Menurut KUHAP serta Proses
Penyidikan Menurut UU NO. 2 Tahun 2002.

TINJAUAN UMUM TENTANG,PUSLABFOR DALAM MASALAH
NARKOTIKA

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian Puslabtor,
Fungsi Puslabfor, Pengertian dan Jenis-Jenis Narkotika serta Kejahatan-
Kejahatan Di Bidang Penyalahgunaan Narkotika.

EFEKTIVITAS TUGAS PUSLATFOR DALAM PROSES PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Dalam Bab ini akan diuratkan pembahasan tentang : Pengertian dan Jenis
Narkotika, Kredibilitas Puslabfor Poln Dalam Penyidikan Tindak Pidana
Narkotika, Aspek Hukum Kewenangan Puslabfor Polri Sebagai Penvidik
Tindak Pidana Narkotika Menurut KUHAP dan UU No. 2 Tahun 2002
Hambatan-Hambatan Puslabfor Polri Dalam Menjalankan Wewenangnva
Sebagai Penyidik serta Kasus dan Tanggapanr Kasus.

PENUTUP

UNIVERSHPAS MEPpANRARER akan diberikan Kestmpulan dan Saran-Saran
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merupakan bagian dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, serta Angkatan Udara. Sesuai
dengan perkembangan zaman dan bergulirnya era reformasi maka istilah Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia kembali kepada asai mulanya yaitu Tentara Nasional
Indonesia dan keberadaan Kepoiisian berdiri secara terpisah dengan angkatan

bersenjata lainnya.

B. Tugas dan Fungsi Polisi
Telah dikenal oleh masyarakat luas, terlebih di kalangan Kepolisian bahwy

tugas yuridis kepolisian tertuang di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang
Kepoiisian Negara Republik Indonesia dan di daizm Undang-Undang Pertahanan dan
Keamianan. Untuk kepentingan pembahasan, ada baiknva diungkapkan kembali
pokok-pokok tugas yuridis Polisi yang terdapat di dalam kedua undang-undang
tersebut sebagai berikut :
1. Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia ( UU No. 2 Tahun

2002).

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

b. Menegakkan hukum dan,

¢. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnva dalam Pasal 14 dikatakan : =t

(i) Datam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,

UNIVERSITAS MEDAN AREA
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Kepolisian Republik Indonesia bertugas :

a.

I8

Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap
kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan

Menyelenggarakan segala kegiatan dalam  menjamin keamanan,
ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan,

Membina masyarakat unuk meningkatkan partisipasi masyarakat
kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap
hukum dan peraturan perundang-undangan.

Turut serta dalam pembinaan hukumk nasional.

Memeiihara ketertiban dan menjamin keamanan un;um

Melakukan &xoordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap
kepolisian khusus, penyidik pegawai negen sipil, dan bentuk-bentuk
pengamanan swakarsa,

Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana
sesual dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan,
Menyelenggarakan 1dentifikasi  kepolisian, kedokteran kepolisian,
laboratorium forensik, dan pstkologi kepolisian untuk kepentingan tugas
kepolisian,

Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan
lingkungan hidup dan gangguan ketertiban damw/atau bencana termasuk

memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi

UNIVERSITASaNEDAN AREA
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Melayaiii kepeniingan warga asvarakat untuk sementara sebelum
ditangani oleh instansi dai/atau pihak yang berwenang

Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentinganya
dalam lingkup tugas kepolisian, serta

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf

f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

/
/

C. Kewenangan Polisi Dalam Penegakan Hukum /

Pasal 15 Undare-Undang No. 2 Tanun 2002 menyebutkan :

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

e

Menerima laporan dar/atau pengaduan,

Membantu menyelesaikan perselisthan warga masyarakat vang dapat
mengganggu ketertiban umum,

Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat,
Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam
persatuan dan kesatuan bangsa

Mengeluarkan peraturan kepoiisian daiam lingkup kewenangan
administratif kepolisian,

Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dan tindaka kepolisian

UNIVERSITASMERA§ ARmAcgahan.
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[N

Melakukan tindakan pertama di tenipat kejadian,

Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta meinotret seseorang.,
Mencar keterangan dan barang bukti,

Menyelenggrakan Pusat informasi kriminal nasional,

Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam
rangka pelayanan masyarakat,

Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan

pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat,

m. Menerima dan menvimpan barang temuan untuk sementara waktu.

{2) Kepolisian Negara Republik Indenesia sesual dengan peraturan perundang-

undangan lainnya berwenang

a.

g.

memberikan 1zin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan
masyarakat lainnya berwenang :

Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor,

Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik,

Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak
dan senjata tajam.

Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan
usaha di bidang jasa pengamanan,

Memberikan perunjuk, menaiaik aan melatih aparat kepolisian khusus dan
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f. Memanggil orang vntuk didengar dan diperika sebagai tersangka atau saksi.

qQ

Mendatangkan orang ahli vang diperlukan dalam hubungannya dengan

pemeriksaan perkara.

h. Mengadakan penghentian penyidikan.

1. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

). Merngajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam
keadaan mendesak untuk r;lelaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang
vang disangka melakukan tindak pidana.

k. Membenkan petunjuk dan bantuan penvidikan kepada penvidik pegawai
negeri sipii serta menenima hasil penvidikan pegawar negen sipil uptuk
diserahkan kepada penuntut umam.

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tugas pokok tersebut dirinci lebih luas sebagai berikut :

Aspek ketertiban dan keamanan umum

Aspek  perhindungan  terhadap  perorangan  dan  masyarakat  (dan

gangguan/perbuatan  melanggar  hukum/kejahatan  dan  penyakit-nenyakit

masyarakat dan aliran-aliran kepercayaan yang membahayakan termasuk aspek
pelavanan masvarakst dengan memberikan periindungan dan pertolongan.

Aspek pendidikan sostal di bidang ketaatan / kepatuhan hukum warga masyarakat.

Aspek penegakan hukum di bidang peradilan, khususnya di bidang penyelidikan

dan penyidikan
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masyarakat, mengusahakan ketaatan hukum warga masyarakat tentunya merupakan
tugas yang lebith luas dari yang sekadar dinyatakan sebagai tindak pidana
(kejahatan/pelanggaran) menurut ketentuan hukum pidana positif yang berlaku.

Dengan uraian di atas ingin diungkapkan bahwa tugas dan wewenang
kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan (yang
bersifat pelayanan dan pengabdian) sebenarnya lebith banyak daripada tugas
yuridisnya sebagar penegak hukum di bidang peradilan pidana. Dengan demikian
dalam menjalankan tpgas dan wewenangnya Kepolisian sebenarnya berperan ganda
baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial untuk menggambarkan
kedua tugas / peran ganda ini. Kongres PBB ke-5 (mengena1 Prevention of Crime and
The Treatment of Offenders) pernah menggunakan istilah © Service oriented task *“ dan
Law enforcement duties .

Perihal Kepolisian dengan tugas dan wewenangnya ada diatur di dalam
Undang-Undang Nol. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa kepolisian adalah segala
hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan perundang-
undangan.

Dart Keterangan pasai tersebut maka dapat dipahami suatu kenvataan bahwa
tugas-tugas vang diemban oleh polisi sangat komplek dan rumit sekali terutama di

dalam bertindak s€bagai penyidik suatu bentuk kejahatan
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D. Pengertian Penyidikan

Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan umum Pasal 1 butir 1 dan 2
KUHAP, merumuskan pengertian penyidikan yang menvatakan. penyidik adalah
pejabct Poln atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh
undang-undang. Sedang penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan
pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari
serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak
pidana yang terjadi serta sekaligus mengmukan tersangkanya atau pelaku tindak
pidananya.

Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencan

[38

“ dan menemukan *° sesuatu penistiwa” yang dianggap atau diduga sebagar tindak
pidana. rada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencar
serta mengumpulkan bukti, supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi
terang, serta tidak ada perbedaan makna keduanya. Hanva bersifat gradual saja. Antara
penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan vang berwujud satu. Antara
keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu
peristiwa pidana. Namun demikian, ditinjau dan beberapa segi, terdapat perbedaan
antara kedua tindakan tersebut
Menurut KUHAP  yang  dimaksud dengan penyidik adalah pasel 1 butir 1
menyebutkan #
“Penvidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat
pegawal  neger sipil tertentu vang diberi wewenang khusus oleh undang-

UNIVERSIEASMEDANKRIEM penyidikan ©.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izR%Pe‘?é’%F%&‘iﬁPé‘SS&*%o‘}&e&rna acid)30/7/24



Dond P. Sitanggang - Fungsi Pusat L aboratorium Forensik POLRI dalam Penyidikan....

Kemudian, pasal 6 ayat (1) penyidik adalah :

1. Pejabat polisi negara Republik Indonesia,

2. Pejabat pegawai ncgen sipil tertentu vang dibert wewenang khusus oleh
undang-undang,

3,

Pasal 6 ayat {Z) menyebutkan “ Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dalam ayat
(1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah .
Dalam penjelasan dari pasal 6 ayat (2) KUHAP, disebutkan juga bahwa
* Kedudukan dan kepangkatan penyidik vang diatur dalam peraturan pemerintah
diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntuit
umum dan hakim peradilan umum * s
Mengenai kepangkatan penyidik ini oleh Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun
1983 tentang pelaksanaan KUHAP, diterangkan ¢
Pasai 2 ayat (1) :
a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya
berpangkat pembantu letnan dua polisi.
b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat
pengatur muda tingkat I (Golongan II/b atau yang disamakan dengan itu.
Mengenai kepangkatan ini masih ada pengecualiaan apabila tidak ada penyidik vang
berpangkat pembantu letnan dua, seperti yang ditegaskan oleh ayat (2) dari pasal 2 di
atas yaitu :

* dalam hal d suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka Komandan Sektor Kepolisian vang berpangkat
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bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah penyidik
Avat (3) © Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditunjuk oleh
Kepala Kepolisian republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan
vang berlaku .

Avat (4) “ Wewenang penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat
dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku ™.

Avat (5) © Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diangkat oleh
Menter1 atas usul dari Departemen vang membawahkan pegawai negen tersebut.
Mentent sebelum melaksanakan pengangkatannyva teriebih dahulu mendengarkan
pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia ™.

Setelah dikemukakan pengertian dan hal-hal yang berhubungan dengan
penyidik, maka berikut yang akan dibicarakan adalah pengertian dari penyidikan itu.
Yang dimaksud dengan penyidikan adalah : serangkaian tindakan penyidik dalam hal
dan menurut cara vang diatur dalam undang-undang i untuk mencar serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti 1tu membuat terang tindak pidana vang
ierjadt dan guna menemukan tersangkanva (pasal 1 butir 2 KUHAP).

Darl rumusan pengertian penyidikan tersebut, maka dapatlah dimengerts
bahwa tujuan daripada penvidikan 1tu demikian luasnya, yakni harus mampu
nengumpulkan bukti-bukti, mencrangkan peristiwa pidana tentang apa vang telah

erjadi serta harus dapat menemukan tersangkanva.
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TT

Untuk dapai terlaksananva tugas dan tujuan dari penyidikan itu, maka
dibutuhkan adanya tenaga-tenaga penyidik yang telah terlatih dan terampil.

M1 dalam undang-undang No. 8 Tahun 1981, seperti yang telah dinyatakan di
atas, tidak semiua polisi negara Republik Indoncsia mempunyai kedudukan sebagai
penyidik. Artinya, hanya pejabat polisi yang telah memenuhi syrat-syarat tertentu
sajalah yang dapat diangkat menjadi seorang penyidik. Tidak diberikannya kedudukan
sebagai penyidik kepada setiap polisi negara ini, di samping adanya pembagian tugas
tersendiri pada dinas kepolisian, juga adalah atas dasar pemikiran bahwa penyidikan
itu haruslah dilakukan oleh vang telah mempunyai syarat-svarat kepangkatan tertentu
nada dinas kepolisian. Demikian juga penvidik, haruslah orang-orang yang telah
memiliki keterampilan khusus dalam bidang penyidikan, baik dalam segi teknik
maupun taktis, serta orang-orang yang mempunyai dedikasi dan disiphin yang tinggi,
karena di dalam pelaksanaan penyidikan ini adakalanya penyidik harus menggunakan
upaya paksa seperti penangkapan, penahanan dan lain-lain. Dimana apabila hal im
udak dilakukan oleh penyidik-penyidik vang telah terlatih, maka kemungkinan besar
hak-hak asasi seseorang yang hendak diadakan penyidikan terhadap dininya, walaupun
prinsip undang-undang itu senditi menjunjung hak asasi manusia.

Namun demikian terlepas danpada kelavakan dan keharusan wang harus
drmiiiki oleh setiap penyidik, maka dr dalam situas: dan kondist yang tertentu, sesual
dengan letak geografis daripada indonesia dan serta masih kurangnya tenaga. terutama

ienaga anll kKnususnya di dalam penvidikan pada dinas kepolisian negara Repubhk

INdYREVER Sikes iED AnpdREundang  diberikan kesempatan untuk  mengangkat
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Pada abad periengahan aan abad ke-:3, sifai hukum acara pidana menganut
sistem inquisitoir ini. Bahwa si pemeriksa tidak jarang menggunakan bangku
pemeriksa/penyidik agar si tersangka mengakui saja nerbuatannva itu. Jadi disini cara
pembuktian 1tu sangat tergantung dari pemeriksaan sendiri.

Penyidikan yjud ini berupa pendengaran si tersangka tentang dirinya pribadi.
Oleh karena sudah ada suatu pendakwaan yang sedikit banyak telah diyakim
E\’e‘benarannya oleh yang mendakwa melalui sumber-sumber pengetahuan di luar
tersangka, maka pendengaran tersangka sudah semestinya merupakan pendorong
Xepada tersangka. supaya mengakui saja kesalahannva. Minat mendorongkan ke arah
:uatu pengakuan salah ini biasanva berhubung dengan tabiat pendakwa sebagai
seorang manusia belaka, adalah begitu hebat, sehingga dalam praktek pendsrongan ini
herupa penganiayaan. Sistem ini dipakai di tingkat penvidikan pendahuluan dan sistem

penyidikan ini terjadi sewaktu berlakunya HIR di bumi Indonesia ini.

ad. 2. Sistem penyidikan accusatoir (arti kata : menuduh).

Sistem ini menganggap seorang tersangka/terdakwa sebagai suatu subjek
ang berhadapan dengan pihak lain yang mendakwa, yaitu kepolisian atau kejaksaan,
edemikian rupa. sehingga kedua belah prhak 1tu masing-masing mempunvai hak-hak
ang sama nilainya, dan hakim berada di atas kedua belah phak itu untuk

envelesaikan soal perkara pidana antara mereka menurut peraturan hukum pidana

zng berlaku.
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Bahwa sifat sistem ini mulai namipak seteian Revoiusi Perancis Tahun 1791
melalul Code Penal Perancis, cara pemeriksaan pada tingkat penghabisan dilakukan di
muka umum, sehingga tindakan sewenang-wenang berakhir. Begitu juga kepada
terdakwa telan diberikan kesempatan untuk membela diri. Hal im juga sama
<edudukannya (keadaannya) di Negeri belanda yang pada waktu itu telah termasuk ke
falam kekuasaan Perancis.

Kalau di Incionesia keadaan seperti int lebih dipertegas lagi. Hal ini termuat
dalam undang-undang No. 14 Tahun Tahun 1970 (Undang-Undang tentang
*etentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman) yang menyebutkan bahwa setiap

rang. vang disangka, ditangkap. ditahan. dituntut dan atav dibadapkan di depan
nengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, vang
menvatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap (pasal 8),
.zng lebih dikenal dengan asas praduga tak bersalah (preseumption of innocent),
«chingga terdakwa di dalam hal ini berkedudukan sebagai subjek yang berhadapan
Zenean subjek penuntut umum/jaksa.
D1 depan persidangan baik terdakwa ataupun pembela maupun penuntut
num/jaksa oleh hakim akan diberikan hak yang sama, seria kesempatan yang sama.
i tetapt dan semua kesempatan vang diberikan oleh hakim tersebut. maka
~sempatan terakhir selalu dibenkan kepada terdakwa. Misalnya setelah penuntut
unr membacakan tuntutannya  (requisitoirnya), maka gilirannya diberikan kepada

“¢zkwa atau pembeianya hak pembelaan dan jika ponuntut unwn memima rephk,

UNmﬂwﬂﬁgﬁwﬁﬁan terhadap nota pembelaan terdakwa/penasehat
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hukumnya, yakni tanggapan atas rephik tersebut. Demikian seterusnya, hingga saai
kesempatan itu dihentikan oleh hakim. Jika hakim memandang bahwa telah cukup
kesempatan-kesempatan vang diberikan kepada kedua belah pihak dan hakim akan
memberikan putusannya °
Pengaturan tentang inquisatoir yang lunak kita lihat dan beberapa pasal yang

tercantum pada Bab VII (pasal 69 s/d 74) dan pasal 115 KUHAP. Di sim penulis
mengambil beberapa pasal untuk men;buktikan bahwa KUHAP menganut sistem
pemeriksaan inquisatoir yang lunak.
Pasal 69 KUHAP menvebutkan * Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka
scyak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemenksaan menurut tata cara
vang ditentukan dalam undang-undang ini
Pasal 70 ayat (1) © Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 berhak
menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan
sctiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya “.
“asal 73 menyebutkan © Penasthat hukum berhak mengirim dan menerima surat dan
iersangka setiap kali dikehendaki olehnya *,
Pasal 115 ayat (1) menyebutkan © Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan

rhadap tersangka, penasithat hukum dapat mengikuti jalannva pemeriksaan dengan

~zra melihat serta mendengar pemeriksaan ©.

‘ Martiman Prodjohamidjojo, Kedudukan Tersangka dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan.

o1 Per aan Keadilan, Jakarta. 1996 hal 19
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Pasal 115 ayat (2) menyatakan © Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara,
penasthat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar
nemeriksaan terhadap tersangka .

Dalam penyidikan dengan sistem inquisatcir yang lunak, maka dalam
prakteknya tersangka boleh meminta kepada penasehat hukum penjelasan-penjelasan
tentang pertanyaan dan penyidik vang kurang 1a pahami, baik arti maupun pertanyaan
vang dimaksudkan. Bahkan jpka ada pertanyaan yang be.rsifat menjerat, maka
penasehat hukum wgajib memberikan peringatan kepada tersangka akan adanya jeratan
itu vang harus dihindar atau ia tolak. Karena itu di dalam sistem inquisatoir vang
lunak, tersangka tidak diperlakukan sebagat objek atau sebagar barang vang harus
diperiksa ujudnya berhubungan dengan suatu persangkaan, akan tetapi tersangka
scbagai subjek, diminta keterangan vyang jelas dan terang apakah perbuatan yang
d:lakukan olehnya itu merupakan perbuatan prdana atau tidak. Dalam pemenksaan ini
tidak diperkenankan untuk memperoleh suatu pengakuan salah, seperti di dalam HIR,
«whingga oleh karena 1tu penyidik tidak dibolehkan meiakukan penganiayaan terhadap
ersangka.

Sebagaimana vang kita jumpar di dalam pasal 52 KUHAP, bahwa yang
endak dicapar atau diperoleh adalah keterangan tersangka atau terdakwa bukan
sengakuan tersangka aiau terdakwa. Bunyi pasal 52 KUHAP tersebut adalah sebagai
crikut © Dalam’ pemeriksaan pada tingkat penyidikar dan pengadilan, tersangka atau

‘erdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penvidik atau hakim ©
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F. Proses Penyidikan Menurut UU NO. 2 Tahun 2002
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia tidak ada secara spesifikasi menerangkan proses penvidikan, tetapi dati
Pascl 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dapat diterangkan merupakan urutan-
urutan proses penyidikan yang dilakukan kepolisian. Adapun 1s1 Pasal 16 Undang-
Indang No. 2 Tahun 2002 adalah :
Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14
d1 bidang proses pidana. Kepolisian Negaga Republik Indonesia berwenang untuk :
Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan. dan penvitaan,
b hiclarang setiap orang meninggalkan atau memilik: tempat kejadian perkara untuk
kepentingan penyidikan,
¢ Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan,
i Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanvakan serta memeriksa tanda
pengenal diri,
Melakukan pemenksaan dan penyitaan surat,
Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sakst,
: Mendatangkan orang ahhi yang diperlukan dalam hubungannva dengan
pemeriksaan perkara
Mengadakan penghentian penyidikan
Vienyerahkan berkas perkara kepada penuntut nmum,

Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi vang berwenang,

ﬁNWﬁﬁélm?\ﬁiﬂfﬁ%ﬂ Rﬁﬂasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk
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mencegah atau menangkal orang asing yang disangka melakukan tindak pidana.

£ Memben petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil

serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan

kepada penuntut umum, dan

Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf | adalah tindakan

penvelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi svarat sebagai

berikut : .
a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
b Selaras dengan kewajiban hukum vang mengharuskan tindakan tersebut
dilakukan,

¢. Harus patut , masuk akal dan termasuk dalam hingkungan jabatannya,

d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan,
¢. Menghormati hak asasi manusia.
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BAB 11
TINJAUAN UMUM TENTANG PUSLABFOR DALAM MASALAH

NARKOTIKA

A. Pengertian Puslabfor

Realitas dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara menuju era Indonesia
haru dengan akselerasi reformasi begitu cepat. menuntut Polri harus segera mengambil
langkah-langkah konknit dalam menyikapi era reformasi tersebut khususnya dalam

R
pelaksanaan tugas pokok Polr.

Laboratorium Férensik Poln yang “ertugas membina dan melaksanakan
knminabistik dalam menyelenggarakan upaya pembuktian secara ilmiah, memberikan
dukungan teknis operasional serta pelavanan umum terhadap instanst terkait pada
nakekatnya membernikan kontribusi yang besar dalam mendukung terlaksananva tugas
nokok Polri secara umum. ’

Oleh karena 1tu, demi terwujudnyva dukungan teknis operasional yang optimal
maka pelaksanaan tugas pokok Laboratium Forensik Polr harus disesuaikan dengan
«ebijaksanaan dan strategi pimpinan Polri dalam menyikapi era reformasi sehingga
fungsi dan peranan Labfor Polri semakin nyata khususnya dalam penegakan hukum

‘et tercapainya Polrl yang semakin batk dan dicintar rakyat.

Pusat Laboratorium Forensik POLKRI, Labcratonum Forensik Poln Cabang Medan,
Lenijaksanaan dan Strategi Pelaksanaan Tugas Pokok Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan
\alam Era Reformas

i, hal 1
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barang bukti sesuar dengan petunjuk lapangan penanganan barang buki:.
c. Benta Acara Pemeriksaan Saksi/Tersangka (untuk kasus-kasus tertentu).
Melengkapi bahan pembanding yang diperlukan.
Dalam k%asus yang menyangkut tubuh dan nyawa manusia, seperti penganiayaan,
pembunuhan, perkosaan. keracunan, kematian tidak wajar dan lain-lain,
dilampirkan Visum et Repertum.
Dalam kasus yang memerlukan bahan pembanding seperti : kasus pemalsuan has:}
industri, pemalsuan dokumen dan lain-lain, dilampirkan Berita Acara atau Surat

Keterangan mengenai otentikasi atau keaslian bahan pembanding.

Penginman barang bukt: meialu kurnir atau Pos Paket.

Fungsi Puslabfor
Berdasarkan asas-asas vang dianut oleh KUHAP maka Polrn mempunyai
w~ewenang sebagal penvidik utama dalam hal ini fungsi penyidikan diemban oleh
‘ungsi reserse kepolisian.
Laboratorium Forensik  Polri  mempunyai tugas melaksanakan fungsi
__zhoratorium Forensik Kepolisian dan fungsi pembinaan krimiinalistik umum serta
fungst operasional lamnnva
Selain membernkan dukungan teknis kepada penyidik Polri. Laboratorium
crensik Polrl juga memberikan bantuan khusus kepada Penyidik Pegawai Negeri
winil (PPNS) dan berbagai instanst pemerintah dan penegak hukum dilingkungan Dep
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a. Peranan Labfor dalam proses penvidikan
I.aboratorium Forensik Poln selaku komponen teknis dapat berperan dalam
proses penyidikan pada tingkat-tingkat :
1. Penyehidikan
Dalam tahap 11 biasanya dilakukan pemenksaan barang bukti yang diambil oleh
penyidik dengan teknik under cover untuk memastikan apakah barang bukti

tersebut benar-benar diperlukan untuk tindakan selanjutnya.

o~

. Pemenksaan
Apabila diperlukan oleh penvidik. Laboratorium Forensik dengan fungsi

operasionainva dapat melakukan

o

Pemeriksaan ditempat kejadian perkara terutama pada kasus-kasus kebakaran,

bangunan runtuh, kasus peledakan dan lain-lain.

b) Pemeriksaan barang bukti/benda mati yang ditemukan di tempat kejadian
perkara.

¢) Dalam penverahan berkas perkara dari penvidik ke penuntut umum Berita
Acara Labfor adalah merupakan alat bukti vang sah untuk kepentingan sidang
pengadilan.

‘eranan Labtor dalam Proses Penuntutan

Sebelum  berlakunva KUHAP penuntut umum sering kali meminta bantuan

pemerikeaan pada Laboratorimm Kriminal Polr untuk penyidikan lanjut namun

herdasarkan dengan azas vang dianut KUHAP maka penuntut umum tidak

UNTPERSYRAY MTSHAN RREAd Kan.
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pahwa Hakim dapat menjatuhkan pidana apabila ada 2 (dua) alat bukti vang <ah. salah

satu dapat dipenuhi oleh hasil pemeriksaan Laboratorum Forensik Polri.

(. Pcngertian dan Jenis-Jenis Narkotika

Bila kita mempelajan narkotika, maka kita bertemu dengan beberapa
pengertian dalam bentuk i1stilah atau term vyang penting untuk kita ketahur secara
umum,

Istilah narkotika berasal dari bahaga Junani vang disebut “ Narkotikos * yang
berarti kaku seperti patung atau tidur.

Sesceorang menjadi kaku seperti patung atau tidur bila orang i menggunakan bahan-
hahan tertentu. Bahan-bahan tertentu in1 dalam bahasa Junani disebut Narkotika

Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti
patung atau tidur (narkotikos). Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas pada
nahan yang menyebabkan keadaan vang kaku seperti patung atau tidur, tetapr juga
hahan vang menimbulkan keadaan vang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok
narkotika,

Sebelum keluarnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
maka narkotika imi diatur dt dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 ientang
warkotika. Pada masa im terasa kesimpang siuran pengertian narkotika. Ada yang
menyatakan bahwa narkotika 1tu adadah obat bius, sebagian mengatakan cbat keras

ztau obat berbahava.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa iZK%Pe'QQ’FFBH‘iW\é'SS&%‘}V&rna acid)30/7/24



Dond P. Sitanggang - Fungsi Pusat L aboratorium Forensik POLRI dalam Penyidikan....

Penyalahgunaan narkotika di negara kita mulai terasa kira-kira 15 tahun yang
lalu. Yang menyalahgunakan pada umumnya adalah golongan remaja. dan vang
disalahgunakan beranekaragam narkotika. Bahayanya makin meningkat pada bahan
vang lebih keras seperti marphin dan heroin.

Menyadari bahaya yang mengancam kelangsungan hidup generasi muda,
maka pemerintah sejak dini telah menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika
vaitu dengan keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 (vaitu penanggulangan
bahaya narkotika, kenukalan remaja, uang palsu, penyeludupan dan lain sebagainya).

Setelah keluarnva Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 maka kemudian
xeluar pulalah Undang-Uncung No. 9 Tahun 1976,

Undang-Undang No. 9 Tahun 1979 tentang Narkotika memuat tentang jenis — jems
narkotika yaitu :

1. a. Bahan-bahan vang disebut pada angka 2 sampai dengan angka 13 undang-

undang ini

b. Garam-garam dan turunan-turunan dari Morfina dan Kokaina

c. Bahan lain. baik alamiah, sistetis maupun semi sintetis yang belum
disebutkan vang dapat dipakai sebagar pengganti morfina atau kokaina
yang ditetapkan oleh Mentenn Kesehatan sebagai narkotika, apabila
penyalahgunaannva dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang
merugikan sepertt Mortina atau kokaina.

d. Campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan yang
tersebut dalam huruf a, b, dan c.

2. Tanaman Papaver adalah tanaman Papaver somuniferum L. termasuk bip
buah dan jereaminva.

3. Opium mentah adalah getah yang membeku sendint diperoleh dari buah
tanaman papaver somuiferum L yang hanva mengalami pengolahan sekedar
untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa’ memperhatikan kadar
morfinanya.

4. Opium masalah adalab :

a. Candu, vakni hasil vang diperoleh dan opium mentah melalui suatu
UNIVERSIOMS'MEDSRS RN, khususnya dengan pelarutan. pemanasan dan
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arkotika ke Indonesia. ditambah pula dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai
dalam bidang pembuatan obat-obatan, ternvata tidak cukup memadair untuk dapat
mencapai hasil yang diharapkan. Peraturan perundang-undangan tersebut tidak lag
<esuai dengan perkembangan zaman ksrena yang diatur di dalamnya hanyalah
mengenail perdagangan dan penggunaan narkotika, yang di dalam peraturan itu dikenal
dengan istilah Verdoovende Middelan atau obat bius. Sedangkan tentang pemberian
pelayanan kesehatan untuk usaha penvembuhan pecandunya tidak diatur.

Narkotika adalah merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam dunia
nengobatan, demikian juga dalam bidang penelitian untuk tujuan pendidikan.
nengembangan timu dan penerapannya.

Tidak heran dengan hal tersebut maka perkembangan jenis-jenis narkotika semakin
cepat sehingga undang-undang yang mengaturnya dirasakan tidak cocok lagi.

Justru inilah yang pemerintah kita mengeluarkan Undang-Undang No. 22
I'ahun 1997 tentang Narkotika yang berlaku sekarang.

Narkotika di dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1997 di dalam pasal 1 ayat

Iynva diterangk;cln :
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dan tanaman atau bukan tanaman
baik sintetis maupun semi sentetis yang dapat menyebabkan penurunan atau
perubahan kesadaran, hilangnyva rasa, mengurangt sampai menghilangkan rasa
nveri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam

golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang im atau yang
kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri kesehatan, ™

' Varia Peradilan, Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Majalah

futum Tahun XIII No 147 Desember 1997, hal. 83-84
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n: U
xs

i dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1997 ini diatur pelbagai masalah

vang berhubungan dengan narkotika meliputi pengaturan mengenat :

(OS]

Ketentuan tentang nengertian dan ienis narkotika

Ketentuan tentang kegiatan yang menyangkut narkotika sepertl pinanaman,
peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas, pengangkutan serta penggunaan
narkotika.

Ketentuan tentang wajib lapor bagi orang atau yang melakukan kegiatan-kegiatan
sebagai tersebut dalam angka 2.

Ketentuan yang mengatur penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di  depan
pereadilan dari perkara yang berhubungan dengan narkotika vang Xarena
kekhususannya dan untuk mcinpercepat prosedur dan mempermudah penyidikan,
penuntutan dan pemernksaan di depan pengadilan, memerlukan penyimpangan dari
ketentuan hukum yang berlaku.

Meskipun diadakan penyimpangan dan pengaturan khusus. tidak berarti

bahwa : hak asasi tersangka/terdakwa tidak dijamin atau dilindungi, bahkan

diusahakan sedemikian rupa sehingga penyimpangan dan pengaturan khusus 1tu tidak

merupakan penghapusan seluruh hak asasi tersangka/terdakwa, melainkan hanya

pengurangan yang terpaksa dilakukan demi menyelamatkan bangsa dan negara dari

bahaya yang ditimbulkan karena penyalahgunaan narkotika. Ketentuan tersebut antara

lain 1alah : bahwa dalam pemenksaan di depan pengadilan. saksi atau orang lain vang

persangkuran aengan perkara vang sedang dalam pemenksaan dilarang dengan

sengARVISRYPRE M N AldfAt atau hal lain vang membert kemungkinan dapat
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diketahui 1dentiias peiapor (pasui 76 avat 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997).

Undang-undang No. 22 tahun 1957 tentang Narkotika juga memuat
pengaturan tentang :

1. Ketentuzan yang mengatur tentang pemberian ganjaran (Premi)

2. Ketentuan tentang pengobatan dan rehabilitasi pecandu narkotika

3. Ketentuan lain yang berhubungan dengan kerja sama internasional dalam
penanggulangan narkotika.

Guna memberikan efek prefentif yang lebih tinggr terhadap dilakukannya
tindak pidana tersebut, demikian pula untuk membenkan keleluasaan kepada alat
penegak hukum dalam menangam perkara tindak pidana tersebut secara efektif, maka
ditentukan ancaman hukuman vang diperberat bagi pciaku tindak pidana, iebih lanjut
dalam hal perbuatan tersebut dilakukan terhadap atau ditujukan kepada anak-anak di
bawah umur.

Karena Indonesia merupakan negara peserta dan konfrensi Tunggal Narkotika
1981, beserta protokol yang mengubahnya maka ketentuan-ketentuan dalam undang-
undang 1ni telah pula disesuaikan dengan hal-hal yang diatur di dalam konferensi
tersebui.

Narkotika adalah sejenis zat (substance) vang penggunaannva diatur di dalam
Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika

Dengan berkembang pesatnya industri obat-obatan dewasa ni, maka kategori

jenis zat-zat narkotika semakin mefuas pula seperti vang tertera dalam konferensi dan

trak g NVERGFTARM AN GR Ak pula zat-zat vang mempunyai efek-efek lain di
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berdin sendin, melainkan dilakukan secara bersama-sama talisaii diickukan oleh
sendikat vang terorganisasi secara mantap, rapt dan sangat rahasia.

D samping kejahatan narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan
menggunakan riodus operandi dan tehnologi canggih, termasuk pengamaian hasil-
hasil kejahatan narkotika. Perkembangan kuaiitas kejahatan narkotika tersebut sudah
menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Untuk lebih.meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta mentngkatkan
upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,
diperlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang baru yang berasaskan keimanan
dan Ketagwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat serta keseimbangan,
keserasian, keselarasan dalam perikehidupan, hukum, serta ilmu pengetahuan dan
teknologi dan dengan mengingat ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika tahun 1983
yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap
Narkotika dan Psikotropika. Dengan demikian, undang-undang narkotika vang baru
diharapkan lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran
selap narkotika, termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia
dijadikan ajang transito maupun sasaran peredaran gelap narkotika.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 mempunyai cakupan vang lebih luas

batk dan segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat.

Cakppepypag folihvipaersglul. selain didasarkan pada faktor-faktor di atas juga
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karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma daiam:

ketentuan vang, berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah

dan memberantas penyaiahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Salah satu yang baru tentang undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang

narkotika ini adalah jenis-jenis narkotika itu sendiri.

Di dalam pasal 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 ditentukan jenis-jenis

daripada narkotika 1tu vaitu :

19

(e

Narkotika Golongan | adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan
pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta

mempunyal potens: sangat inggl mengakibatkan ketergantungan.

Narkotika golongan [l adalah narkotiks yang berkhasiat pengcbatan digunakan
sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan
pengembangan 1lmu pengetahuan serta mempunyal potensi tinggi yang
mengakibatkan ketergantungan.

Narkotika golongan 1!l merupakan narkotika vang berkhasiat pengobatan dan
banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan

serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan.

Maka dengan adanva jenis-jenis dari narkotika di atas maka pengertian

narkotika itu semakin luas. dan terhadap penyalahgunaannyapun dapat diperluas juga

dalam hal pengenaan sanksi pidana.
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BAB YV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1.

Kredibilitas Puslabfor Polri dalam penyidikan tindak pidana narkotika adalah
melakukan pembnaan  dan  melaksanakan kriminalistik ~ dalam
menyelenggarakaan upava pembuktian secara 1lmiah terhadap barang bukti
narkotika serta memberikan dukungan teknis operasional dalagi pembuktian
barang bukti narkotika dan melakukan pelavanan umum terhadap instansi
terkait pada hakekatnya memperikan konstnibusi vang besar dalam mendukung
terlaksananva tugas pokok Poiri secara umum.

Aspek hukum kewenangan Pusiabfor Polri dalam penyidikan tindak pidana
narkotika menurut KUHAP dan UU No. 2 Tahun 2002 adalah memberikan
kedudukan kepada Fuslabfor Polri untuk memberikan penilaian secara ilmiah
terhadap barang bukti narkotika baik itu jenis maupun kualitasnya, dan juga
kedudukan sebagair penyidik serta memberikan kewenangan kepada Puslabfor
Polr1 untuk melakukan pemeriksaan barang bukti/benda bukti mati yang

berhubungan dengan tindak pidana penvalahgunaan narkot:ka
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